
I SALINAN I

Menimbang

Mehgingat

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANDAERAHKABUPATENMAJALENGKA

NOMOR6 TAHUN2021

TENTANG

PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

a bahwa perpustaka,an meruPakan wahana belajar
~asyarakat agarmenjadi manusia berilmu, berkualitas,
dan berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan
kehidupan bangsa;

b. bahwa .dalam. rangka mewujudkan budaya gemar
membaca masyanikat, perlu didukung dengan
pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana
pembelajaran,>pusat'sumber informasi, dan pelestarian
karya tulismasyarakat;

c. bahwa dengarrdiundaIlgkannya Undang-Undang Nomor
43 Tahun 200T:'tentang Perpustakaan dan Peraturan
PemerintahNorrior'24Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, Pemeniltah Daerah perlu melakukan
pembinaan 'dan "'pehgembangan perpustakaan di
Kabupaten Maja.1eQgka;

d bahwa berdasarkah pertimbangan . sebagaimana
dimaksud padal1uruf a,huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkanPera:furan Daercih tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan.

1. Pasal 18 ayat (6) Un,.9ang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun. 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukah Daerah-Daerah.. Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950).sebagaimana telah diubah dengan
Unda:ng-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subangdengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dala1ll Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851) ;

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ten tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahuan 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan 3
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

dan

BUPATIMAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BABI
KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang se1anjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan di
Daerah.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pe1estarian, informasi, dan
rekreasi para pemustaka.

7. Penyelenggaraan 4
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7. Penye1enggaraan Perpustakaan. adalah sua1:ti kegiatan perencanaan,
penge1olaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan
perpustakaan.

8. Masyarakat adalah setiap orang,kelOIppok orang atau lembaga yang
berdomisili di suatu Wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpusj:akaan.

9. Bahan Perpustakaan adalahsemuahasil karya tulis, karya cetak dan Iatau
karya rekam.

10.Koleksi Daerah adalah seluruh ,media informasi yang menjadi milik
perpustakaan di Xabupa!endal8J:n ben1:tik karya tulis, karya cetak
danl atau karya rekam Yang diterbit]{an atau tidak diterbitkan, baik yang
berada di Daerah, nasional maupuri di luar negeri.

11.Koleksi Perpustakaap. adalahselurull informasi dalam bentuk karya tulis,
karya cetak, dan/atau.karyac r~kam' dalam berbagai media yang
mempunyai nilai pendidikan, yang' dihimpun, diolah, dan dilayankan
kepada masyarakat.

12. Naskah Kuno adalah semuadokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak
diperbanyak derigan cara lain, baikyangberada di dalam negeri maupun
di luar negeri yangberumur palin~ reJ:1dah50 (limapuluh) tahun, dan yang
mempunyai nilai periting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu
pengetahuan.

13. Perpustakaan Umum adalah perp"l].stakaan yang diperuntukan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelarnin, suku, ras, agama dan status sosial-
ekonomi.

14. Perpustakaan Kabupaten adalahperpustakaan daerah yang berfungsi
sebagai perpustakaanpembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan
penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota
kabupaten.

15. Perpustakaan Perguruan Tinggiadalah perpustakaan yang merupakan
bagian integral dari kegiatail pengidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dan berfungsi se1?agaipusat sumber be1ajar untuk
mendukung tercapainya tujUarl perididikan yang berkedudukan di
perguruan tinggi.

16. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian
integral dari kegiatan perilbelajarandan berfungsi. sebagai pusat sumber
be1ajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di sekolah.

17. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang me1aksanakan fungsi
pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten,
dengan mengacu pada kebijakan pembiriaan nasional dan provinsi.

18. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis
teknologi informasi dankomunikasi.

19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan IMau pe1atihan kepustakawanan, serta
mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan
dan pelayanan perpustakaan.

20. Tenaga 5
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20. Tenaga Teknis Perpustakaan a9~.lah t~n~ga non-pust~awan yang secara
teknis melldukung p~lllkSan~fUi)fllngsi,perpllstakaan, misalnya, tenaga
teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis
ketatausahaan.

21. Pemus~a,- adalah. penl?~nap~q>p~taka,-an, yaifWp'er:~t:orangan,kelompok
o.r:ang,masyarakat, atau ..lerribag~;Yangme:i:narifaatkfinfasilitas layanan
perpustakaan. . ,..

Bagian',!(eciua
Asas dan Furigsi

Pasal2

Penyelenggaraan perpustakaanberdasarkan asas:
a. pembelajaran sepanjanghayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keprofesionalan;
e. keterbukaan;
f. keterukuran;
g. manfaat;
h. kemitraan; dan
i. kearifan lokal.

Pasal3

Pasal4

Penye1~I1l?l?araanperpust,aka~ dimak~.pclk::JJ.1...sebagai upaya meningkatkan
kecerdasan rria~yarakat nien:enulii .liak Yrrmsyarakat dalam memperoleh
informasi, pengeta.lman; te1<'riplogidan budaya dari sumber materi yang
berkualitas dan berkesiJ:lambulfgan.

Pasal5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuanpntuk:
a. menjamin terse1enggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan

masyarakat;
b. menjamin ketersediaan layanan jnforma.si,pengetahuan dan budaya kepada

masyarakat secara cepatdan tepat; dan
" . :.'.:'",.

c. mengembangkan dan meningka,-tkapminat, kemampuan dan kebiasaan
membaca serta budaya tulis unti.lk memperluas wawasan pengetahuan dan
kemampuan masyarakat.

BAB II 6
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BABII
HAK,KEWAJIBANDANKEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjamin penye1enggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah

Daerah;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d. meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan

memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penye1enggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasar

kekhasan daerah sebagai pusat pene1itian dan rujukan tentang kekayaan
budaya di Daerah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan

perpustakaan di Daerah;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penye1enggaraan dan

penge101aanperpustakaan di Daerah;
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk

dilestarikan dan didayagunakan;
d. mengoordinasikan penye1enggaraan dan pengelolaan perpustakaan di

Daerah;
e. membina keIja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal8

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan

fasilitas perpustakaan;
b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
c. mendirikan danl atau menyelenggarakan perpustakaan;
d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap

penye1enggaraan perpustakaan.

(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbe1akang sebagai akibat
faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

(3)Masyarakat 7



7

(3) Masyarakat penyandang d!~~1Jilitas berhak memperoleh layanan
perpustakaan secara khUt'lUSyang disesuaikan dengan tingkat kemampuan
kedisabilitasannya.

(4) Lay~~ ~ebagaimana.~impk:sHgg~.~.~.,,?-)'~t(2).dan ayat (3), disesuaikan
dengankemampuan perpust8,!faan dan ketersedlaan sarana dan prasarana
perpustakaan.

Pasal9

Masyarakat berkewajiban: ,
a menjaga dan memeliharakelestar}en ~ol(:~siJ~erpustakaan;
b. menyimp~, merawat danm(:lestm}kannas,kah'kuno yang dimilikinya dan

mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. menjaga kelest:anan dan keseIaina.tan sumber daya perpustakaan di
lingkungannya;

d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di
lingkungannya;

e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas
perpustakaan; dan

f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
perpustakaan.

BAB III
PEMBENTUKAN,' g~NYELENGGARAAN

DAN JENIS' PERPUSTAKAAN

BagiaIl;iK,c::satu
Pembentukah Pefpustakaan

Pasal10

(1) Pembentukan perpustakaan di~~kan oleh Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa danl atau masyar1:tkatserta badan usaha.

(2) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada
pemustaka dan masyarakat.

(3) Dalam rangka pemberian pe1a.YaIl;ankepada pelTIustaka dan masyarakat
secara merata, setiapp~nyel~Ilgg¥atempat danl atau fasilitas umum
dapat menyediakan perpustakaan, taman baca atau sudut baca.

(4) Perpustakaan, taman bacaan,atau"sudut baca sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan )Tangdibentuk oleh mas)Tarakat,wajib didaftarkan pada
Dinas. .,' ..

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dipungut biaya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai p~ndaftaran perpustakaan, taman bacaan
atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 11 8
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Pasal 11

(1) Pembentukan perpustakaan paling sedikit memiliki:
a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
b. tenaga perpustakaan;
c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
d. sumber pendanaan.

(2) Pembentukan taman bacaan paling sedikit memiliki:
a. koleksi taman bacaan;
b. saran a dan prasarana taman bacaan.

(3) Pembentukan sudut baca paling sedikit memiliki:
a. koleksi sudut baca;
b. sarana dan prasarana sudut baca.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah buku, koleksi buku dan
pembentukan perpustakaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal12

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri
atas:
a. perpustakaan Daerah;
b. perpustakaan Kecamatan;
c. perpustakaan KelurahanjDesa;
d. perpustakaan Khusus (LembagajBadan usaha)
e. perpustakaan masyarakat;
f. perpustakaan keluarga; dan
g. perpustakaan pribadi.

(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemustaka yang memmJam bahan pustaka yang dimiliki oleh
Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata tertib perpustakaan diatur lebih lanjut oleh
penyelenggara perpustakaan.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal13

Jenis perpustakaan terdiri atas :
a. perpustakaan umum;
b. perpustakaan sekolah;
c. perpustakaan khusus.

Paragraf 1 9
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Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 14

(I) Perpustakaan umum adalahjenis perpustakaan yang dise1enggarakan oleh
Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Ke1urahanjDesa, serta dapat
diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga dan badan usaha.

(2) Pemerintah Daerah menye1enggarakan Perpustakaan Daerah yang
koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembe1ajar sepanjang hayat.

(3) Pemerintah Daerah me1aksanakan layanan perpustakaan ke1iling bagi
wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

(4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf2
Perpustakaan Sekolah

Pasal15

(I) Setiap sekolah menye1enggarakan perpustakaan berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), memiliki koleksi buku
teks pe1ajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain
yang mendukung pe1aksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang
mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

(3) Pimpinan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan
peserta didik untuk membaca di perpustakaan lingkungannya.

(4) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang
dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3
Perpustakaan Khusus

Pasal16

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan seSUaI dengan
kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal17

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka
dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar
lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 10
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Pasal18

Pemerintah Daerah meJnberik1lll. 1:>~tu~ berupa pembinaan teknis,
pengelolaan, danl atau pengt::mR~ngaR:.1perpHst~a~'kepada perpustakaan
umum, perpust¥aan sekolali/madl-asah, peqmst8kaan perguruan tinggi dan
perpustakaan khusus. . .

BABIV
PEN"d}iLQ1J¥N,

PENGEMBANGAN DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
PengelolaanPerpllstakaan

Pasal19

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan yang
meliputi:
a. standar'koleksi per;>ustak~~;
b. standar sarana dan pra~arana;
c. stancjar.pe1ayanan'perpl.lsuikaim;
d. standar tel1agap~!"Bl.lstflkaan;,
e. st~darpenyelenggaraan; dan
f. standar penge101a.an.

Ketentuan lebih lanjut tt::ntatlKPe1aksanaan Standar Perpustakaan
sebagaimana pada ayat (1) diatur nalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Perpustakaan

Pasal20

Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
melalui Dinas.

Penger:qbangan perpustakaan qi:;rrahkan pada upaya peningkatan
sumberdaya, pe1ayanan dan pengeIolaan perpustakaan, baik dari kualitas
maupun kuantitas.

Pengembangan perpustakaan sepag1:lirrianadirpaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkanpada. 'k.ar,~teristik, fungsi dan tujuan
perpustakaan serta disesuaikanderigan kebutuhan pemustaka dan
masyarakat dengan memanfaatkan t<::knblogiinformasi dan komunikasi.

Pengembangan perpustak;~~sebag~m~a dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3)dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Pembinaan' Perpustakaan

Pasal21

Pemerintah Daerah me1aluiDinasber"kewajiban memberikan pembinaan
terhadap semua jenis perpustiikaan yang ada di Daerah sesuai
kewenangannya.

(2)Pembinaan 11
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(2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan
penyelenggaraan perpustakaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi :
a. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; dan
b. pembinaan dan pelatihan bagi pustakawan.

BABV
TENAGAPERPUSTAKAAN

Pasal22

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan.

(2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan
dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Pasal23

Kewajiban tenaga perpustakaan meliputi :
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan

kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI
SARANADANPRASARANA

Pasal24

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana
perpustakaan.

(2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memiliki :
a. sarana penyimpanan koleksi;
b. sarana akses informasi; dan
c. sarana pelayanan perpustakaan.

(3) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memiliki :

a. lahan 12
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a. lahan;
b. gedung;
c. ruang;
d. perabot; dan
e. peralatan.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan,
kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran a dan prasarana perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVII
KOLEKSIPERPUSTAKAAN

Pasal 25

(1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah
wajib menambah koleksi Perpustakaan Kabupaten.

(2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan
melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan danl atau hibah termasuk
koleksi yang memuat budaya daerah.

(3) Perpustakaan Kabupaten wajib memiliki dan mengembangkan koleksi
muatan lokal daerah.

Pasal26

(1) KoleksiKhusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan
memerlukan penanganan khusus.

(2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi
khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam
tempat danl atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor
keamanan.

(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara
terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pasal27

(1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi perpustakaan wajib dilestarikan.

(2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta
memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno
sebagaimana dimaksud apada ayat (2) harus dilakukan secara
bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

Pasal28 13
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Pasal28

(1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 wajib mendaftarkan pada Perpustakaan Nasional melalui Dinas.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disampaikan secara
tetulis dengan dilengkapi data naskah kuno.

(3) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVIII
PROMOSIPERPUSTAKAAN

Pasal29

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi
perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran
membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan
mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.

(2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui tatap muka, media cetak, dan elektronik.

BABIX
KERJASAMADANPERANSERTAMASYARAKAT

Pasal30

(1) Untuk meningkatkanjumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan
perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara perpustakaan sebagaimana
dimaksud ayat (1)meliputi :
a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
b. pembinaan, pengembangan koleksi bahan baca perpustakaan;
c. peningkatan layanan pengelola perpustakaan;
d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola

perpustakaan;
f. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan

komunikasi.

Pasal31

(1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta
menjaga dan memelihara kelestarian koleksi koleksi perpustakaan, serta
menambah koleksi perpustakaan.

(3)Masyarakat 14
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(3) Masyarakat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan
membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.

(4) Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BABX
PEMBUDAYAANGEMARMEMBACA

Pasal32

(1) Pemerlntah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan
gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan
bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan saran a dan
prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

(2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga
perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat.

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan
dengan mengembangkan dan memanfaatkan pepustakaan sebagai proses
pembelajaran.

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan
Pemerlntah Daerah melalui :

a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum
yang mudah dijangkau;

b. mendorong tumbuh kembangnya taman baca masyarakat dan
rumah/sudut baca; dan

c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar
membaca.

BABXI
LARANGAN

Pasal33

Setiap orang yang menyelenggarakan perpustakaan dilarang menyimpan,
memiliki, menyewakan danl atau meminjamkan bahan perpustakaan yang
isinya memuat unsur pornografi dan unsur SARA.

BABXII
PENGHARGAAN

Pasa134

(1) Pemerintah Daerah memberlkan penghargaan kepada perorangan,
kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan,
pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberlkan dalam
bentuk:

a. piagam 15
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a. ptagam;

b. uang tunai;

c. bantuan buku; danl atau

d. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran
membaca.

(3) Ketentuan dan kriteria penerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati. .

BABXIII
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal35

(1)

(2)

(3)

Setiap orang atau badan usahl3...yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasc.tl9, Pasal 27 l3.Yat(2),Pasal28 ayat (1)
dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:

a. teguran tertulis; atau

b. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut meng~nai pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayaf (2)diatur denganPeraturan Bupati.

BABXIV
PEMBIAYAAN

Pasal36

(1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)

(1)

(2)

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah/bantuan kepada
perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal37

Sumber pembiayaan perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
selain diperoleh dari Anggararl i~epqap~tap..,dap.Belanja Daerah, juga
dapat diperoleh dari hibah ,danIatau sumbangan dari pihak lain yang
tidak mengikat.

Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaJ<sudpada ayat (1), dapat
diperoleh dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah, maupun masyarakat.

BAB XV 16
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BABXV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal38

Perpustakaan yang telah ada sebe1um Peraturan Daerah ini berlaku, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BABXVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal39

Peraturan pe1aksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Oktober 2021
BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSIJAWA BARAT(5/167/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1003
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2021
r,

TENTANG

PENYELENGGARA'AN. PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusatsumber informasi, ilmu pengetahuan,
teknologi, kesenian dan keb¥day~cyi\s,ertameIl1bangunmasyatakat berbasis
teknologi informasi dan komunikctsi. Ralam kondisi tingkat minat dan
kegemaran membaca yang ma,s!h..rendah dan pemanfaatan media
komunikasi hiburan yanglruran?'.l'll-endukung, tumbuhnya minat baca
masyarakat, maka perlu pengyirlbati~an dan pendayagunaan perpustakaan
yang dapat mendukung tumbuliny:i miriat dan 'budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan\\~apatmenjadi landasan hukum dan
pedoman kebijakan dalarnme1J.ydel}gga.I"akan dan mengembangkan
perpustakaan di daerah, ,sehingga\,Jce~efadaanperpustakaan benar-benar
menjadi wahana pembelajaranseparijang hayai danwahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall
Cukup jelas.

Pasal2
Hurufa

Yangdimaksud dengan"asas pembelajaran sepanjang hayat"adalah
upaya atau latihan' 1.I:r,itukIIlendapatkan ilmuj pengetahuan,
keterarnpilan, danperu1Jahansikap yang dilalrukan sejak lahir
sarnpai alchir hayat.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "as~sdern0krasi" adalah penyelenggaraan
perpustakaan .dilaksana,kal'idengan menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Hurufc
Yang dimaksud dengan.,"as,as keadil~" .adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilaksanaka.p:;~~I'l?anmemberikan kesempatan yang
sarna kepada seluruh masyara1cat untuk memperoleh layanan di
bidang perpustakaan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "asas keprofesionalan" adalah
penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang
perpustakaan.

Hurufe
Yang dimaksud "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak
masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f 18
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Huruff
Yang dimaksud depgaI} "asas keterukuran" adalah layanan
perpustakaan ~ilaksan8.kgn secara teru~r, yaitu dapat diketahui
secara pasti dffil'jelasbaik darisegiwaktu,maupun sumberdaya
perpustakaan. '.

Hurufg
Yang dimaksud deIlga,n "asas manfaat" adalah layanan
perpustakaan ......~ilak~a.rrak:an.merrib~rikan kepuasan dan
kenyamanan yang dl~asakan bagi masyarakat dilihat dari sarana
dan prasarana. ' .

Hurufh
Yang dimaksud ..d~IlgaI}.>~~saskern,itraan"adalah penyelenggaraan
perpustakaan diselehgg¥*an'ciengaI} mengembangkan keIjasama
dan kemitraan denga:n15~rbagaipihak.

Hurufi
Yang dirriaksu.d deJ.1g~ "keflfifan l6kal" adalah meskipun
penyelenggaraan.. p~ry~s~~aa.J.1;harlls mengikuti kemajuan
teknologinamun harus;~eFip{mem-Perh.atikanbudaya dan tradisi
lokal, serta d~am ..pepgelelolaan; k?l~ksi harus menjaga dan
melestarikan k6leksi':koleksiyangberlatirr budaya dan tradisiJawa
Barat.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

PasallO
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yangdimaksud dengan tempat danj atau fasilitas umum antara lain
meliputi:
a. tempat pelayanan kesehatan;
b. tempat penyelenggaraari pehdidikan;
c. tempat ibadah; .
d. tempat keIjajperkantoran;
e. pusat perbelanjaan;
f. rumah susuIl/apaftelTlenjllOtel;
g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (4) 19
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal11
."Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal18
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal22
Ayat (1)

Yang dimakslld deIlgan"tenaga tekn!~.perpustakaan" adalah tenaga
non perpustakaan" yan'g secara' teknis mendukung pelaksanaan
fungsi perpustakaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal24
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) 20
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksuddengan "a.~pekteknologi"adalah faktor kesesuaian
sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan
teknoogi.
Yang dimaksud dengan "aspek .konstruksi" adalah faktor
kesesuaian antara satuaniilfrastrukturjbangunan dengan fungsi
pepustakaan.
Yang dimaksud dengail "a.spek ergonomis" adalah faktor
kenyamanan keIjamelipiittteJ:Ilpat keIja, pencahayaan, suhu dan
kualitas .uda.:-a,gaIl~an' suara, kesehatan dan keamanan kerja
serta kebiasaan d81am bekeIjai'
Yang dimaksud dengan "aspek lingkungan" adalah faktor
keserasian antara kondisi fisikyang mencakup keadaan sumber
alam dengan bangUnan. '..'
Yang dimaksud dengan "aspek kecukupan" adalah faktor
kesesuaian kebutuhan.
Yang dimaksud denga.n "q~pek efisiensi" adalah faktor
penghematan kemanfaatah 'sw-anadan prasarana perpustakaan.
Yang dimaksllddenga.rt ~aspekefektivitas". adalah faktor hasil
gunajkemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal26
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud bahan perpustakaan' yang dilarang menurut
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang
cetakanyang isinya .dapat mengganggu ketertiban umum,
khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan
penerbitan berkala.
Untuk kepentingaIl.pen~¥tian dan pengembangan keilmuan, bahan
perpustakaan yangdilarang oleh peraturan perundang-undangan
disimpan sebagai koleksikhusus ~erpustakaan Nassional untuk
didayagunakan secara terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasa127
Cukup jelas.

Pasal28 21
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Pasal28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan"pendaftaran naskah kuno" adalah usaha
pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk
kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta
pemanfaatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus
diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke
perpustakaan daerah, yang meliputi :
a. Identitas pemilik;
b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. Jenis, jumlah, bentuk dan ukuran naskah kuno.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "promosi perpustakaan" adalah upaya
untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan
kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti brosur, selebaran,
spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan
masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-
lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, karnpanye,
temu karya ilmiah, bazaar serta parade agar menumbuhkan dan
meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan,
sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasa130
Cukup jelas.

Pasal31
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang
berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas
untuk berbuat sarna dalarn meningkatkan minat baca.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal33
Yang dimaksud dengan SARAadalah setiap tindakan yeng melibatkan
kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada sentimen
identitas yang menyangkut keturunan, agarna, kebangsaan atau
kesukuan dan golongan.

Pasal34 22
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Pasa134
Cukup je1as.

Pasa135
Cukup jelas.

Pasa136
Cukup jelas.

Pasa137
Cukup jelas.

Pasa138
Cukup jelas.

Pasa139
Cukup jelas.

Pasa140
Cukup je1as.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9
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